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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJOQ
NOMOR : 97|11 /458 /TAHun 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA LURAH SELAKU PENANGGUNGJAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KELURAHAN YANG BERKINERJA BAIK

Menimbang :

Mengingat :

[

DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa peran Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) sangat strategis, sehingga perlu memberikan
penghargaan kepada Penanggung Jawab Penagihan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat
Kelurahan yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan kepada
Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan
yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Il Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 2017, No.
11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Memberikan penghargaan kepada Lurah selaku
Penanggungjawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja
Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pemberian penghargaan kepada Lurah selaku
Penanggungjawab Penagihan Tingkat Kelurahan yang
Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU,

berupa hadiah uang tunai.

Pemberian penghargaan kepada Lurah selaku Penanggung
Jawab Penagihan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditentukan
berdasarkan pada jangka waktu pencapaian prosentase
minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2021 sebesar 85 %
(delapan puluh lima persen) dari ketetapan yang ada, yang
dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) diterima sampai dengan 30 September 2021.

Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai
kepada Lurah selaku Penanggungjawab Penagihan Tingkat
Kelurahan yang Berkinerja Baik, sebagaimana dimaksud

diktum KEDUA, besarannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bulan Januari 2021 : 12 % dari ketetapan PBB-P2
Tahun 2021 x % realisasi
penerimaan PBB-P2 x bobot

realisasi PBB-P2 x % realisasi
SPPT x bobot realisasi SPPT x

indek PBB-P2.

b. Bulan Pebruari 2021 - 11 % dari ketetapan PBB-P2
Tahun 2021 x % realisasi
penerimaan PBB-P2 x bobot
realisasi PBB-P2 x % realisasi
SPPT x bobot realisasi SPPT x

indek PBB-P2.
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KELIMA

c. Bulan Maret 2021 - 10 % dari ketetapan PBB-P2
Tahun 2021 x % realisasi
penerimaan PBB-P2 x bobot
realisasi PBB-P2 x % realisasi
SPPT x bobot realisasi SPPT x
indek PBB-P2.

d. Bulan April 2021 . 9 9% dari ketetapan PBB-P2
Tahun 2021 x % realisasi
penerimaan PBB-P2 x bobot
realisasi PBB-P2 x % realisasi
SPPT x bobot realisasi SPPT x
indek PBB-P2.

e. Bulan Mei 2021 - 8 % dari ketetapan PBB-P2
Tahun 2021 x % realisasi
penerimaan PBB-P2 x bobot
realisasi PBB-P2 x % realisasi
SPPT x bobot realisasi SPPT x
indek PBB-P2.

f. Bulan Juni 2021 - 7 % dari ketetapan PBB-P2
Tahun 2021 x % realisasi
penerimaan PBB-P2 x bobot
realisasi PBB-P2 x % realisasi
SPPT x bobot realisasi SPPT x
indek PBB-P2.

g. Bulan Juli 2021 . 6 Y% dari ketetapan PBB-P2
Tahun 2021 x % realisasi
penerimaan PBB-P2 x bobot
realisasi PBB-P2 x % realisasi
SPPT x bobot realisasi SPPT x
indek PBB-P2.

h. Bulan Agustus 2021 . 5 9 dari ketetapan PBB-P2
Tahun 2021 x % realisasi
penerimaan PBB-P2 x bobot
realisasi PBB-P2 x % realisasi
SPPT x bobot realisasi SPPT x
indek PBB-P2.

i. Bulan September 2021 : 4 % dari ketetapan PBB-P2
Tahun 2021 M x % realisasi
penerimaan PBB-P2 X bobot
realisasi PBB-P2 x % realisasi
SPPT x bobot realisasi SPPT x
indek PBB-P2.

Bobot realisasi PBB-2 sebagaimana dimaksud diktum
KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase
PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : <10% bobotnya
sebesar 0,100

b. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : >10% - <20%
bobotnya sebesar 0,200

c. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : >20% - <30%
bobotnya sebesar 0,300

d. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : >30% - <40%
bobotnya sebesar 0,400
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e. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : >40% - <50%
bobotnya sebesar 0,500
f. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : >50% - <60%
bobotnya sebesar 0,600
g. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : >60% - <70%
bobotnya sebesar 0,700
h. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : >70% - <80%
bobotnya sebesar 0,800

i. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : >80% - <90%
bobotnya sebesar 0,900
j. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : >80% - <90%

bobotnya sebesar 1,000
Bobot realisasi SPPT sebagaimana dimaksud diktum
KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase
SPPT, ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk capaian prosentase SPPT : <15% bobotnya sebesar
0, 143
b. Untuk capaian prosentase SPPT : >15% - <30% bobotnya
sebesar 0,286
c. Untuk capaian prosentase SPPT : >30% - < 45% bobotnya
sebesar 0,429
d. Untuk capaian prosentase SPPT : > 45% - <60% bobotnya
sebesar 0,571
e. Untuk capaian prosentase SPPT : >60% - <7 5% bobotnya
sebesar 0,714
f. Untuk capaian prosentase SPPT : > 75% - < 85% bobotnya
sebesar 0,857
g. Untuk capaian prosentase SPPT: > 85% - < 100%
bobotnya sebesar 1,000
Indek PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT,
ditentukan berdasarkan perkalian antara prosentase
realisasi PBB-P2 dan prosentase realisasi SPPT.
Hadiah uang tunai untuk Lurah selaku penanggungjawab
penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditetapkan dan
diberikan pada tahun anggaran berjalan.
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2021.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 202i

™ BUPATI SUKOHARJO,[(

ETIK SUR Nr

disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;



Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan  Rakyat  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Camat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Lurah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

i -




\ AdNSMILLA

a ‘OPAVHONNS [LVANE

120C JAGWAILIAS NVING %S8< IVAVONAW / SYNN'T MODALVY | 96€°S86°E dy HOMNA HVAN'T HAMNA 6
120¢ YASNALIES NVINE %S8< IVAVONIN / SVNATRIODALV| 9662617 A NVONOSWOO HVANT| z<oZom_.z.oo 8 ‘ T
1207 SAGNALAAS NVINE %S8< IVAVONAW / SVNNT IRIODALYY | pe8 2bg v dd| Si@ar Hvan1| T suAr 4 -
1207 NASINALATS NVING %98< IVIVONAN / SVNOTTMODALV| 9+'¢1z9  dy|  OHOCHVANT| “oHor 9 |
1207 SAGWALIAS NVING %S8< IVAVONTN / SYNNT HNODALVY| pze'eis'6  da WVAVD HVNT ‘ WVAVD S |

120z NAGNAIAAS NVINg %S8< IVAVONGN / SYNNT RIODaIvY | vz8'69T°€  dd|  HVCvO@AHVENT|  HvevDEd v | a
1207 NAEWALIES NVINg %S8< IVAVONAW / SYNOTRIOOALV| 199'988°€  'dd|  NVANVAHVENT| NVANVIN € o

1208 %mmzmﬁmm zﬂamu\ﬁwmﬂwzﬁwzmmﬁ.m<za RIODALVY| 020'6SL'S Ay  IVANVE HvaN1| | uUvwNve ¢ |
- - 1207 SAENALIAS NVIOH %001 SVNOT| zes96ee  ‘dd|  daN@MHwANT| 0 dANEN [ | OrdVHOMNNS Ouy|
NVSVNN'T8d NVONVIELIE zﬁwMme M il Mm %Mm_ %M % Mwwﬂww NVHVANTEN NVLVIAVOEN

OrAVHOMNNS NAILVdNEVH 1d
120z NOHV.I MIVE VOAANDNHAE DNVA NVHVANTEM LVIONLL
NVV.LOMAHAd NVA NVVSIAJdd NVNNONVE NVd INNI MVVd NVHIDVNHd
VMY DNNDONVNI NIVIES HVANT INLNN NVVOAVHONTd VINIIINHId dV.IAVA

ITIT J2q@DH0 7| : ressuey,
lzoz NAHYL/RSY / 1116 : 1owon

ofreyoyng nedng uesninday : uerrdure’|



